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ABSTRAK 

 

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional 

memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana 

pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakuka  n oleh perorangan, akan tetapi juga 

dapat dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif 

menggunakan data primer sebagai sumber utama dengan meninjau putusan 

pengadilan, pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara 

deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar 

pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pelaku korporasi. Upaya untuk 

mengkombinasikan penggunaan instrumen TPPU dalam pemberantasan korupsi 

di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UNCAC semakin terlihat pada 

kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya berwenang 

untuk mengadili perkara korupsi saja, melainkan juga untuk mengadili perkara 

TPPU dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Korporasi yang melakukan 

tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila 

telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung 

jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada 

korporasi. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Korporasi, 

Pencucian Uang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia pada awalnya tidak mengenal kejahatan korporasi sebagai 

subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana selama ini dikenal hanya terbagi 

menjadi manusia dan badan hukum, penjatuhan pidana terhadap manusia sudah 

sering terjadi. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam KUHP (WvS) 

yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni 

khususnya dalam formulasi Pasal 59 KUHP (WvS) yang berbunyi:1  

“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus 

 anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka 

 pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut 

 campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. 

 

Korporasi menjadi subjek hukum pidana di Indonesia tidak diatur di dalam 

KUHP. Akan tetapi, penyebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui 

diberbagai buku karangan. Bahkan di Indonesia, dalam berbagai ketentuan aturan 

hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mencantumkan kata-kata korporasi 

misalnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi2 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang 

No. 20 Tahun 20013, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

                                                                 
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh 

Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976), Ps.59. 

 2  Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874. 
3  Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU. No 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN 

No. 4150. 
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Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 , Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan5 dan peraturan perUndang-Undangan lainya.6  

Makna korporasi dari Undang-Undang diatas memiliki berbagai perspektif 

mulai dari definisi, ruang lingkup, hukum acara, jenis sanksi dan 

pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh dalam UU Tipikor, merumuskan 

korporasi sebagai “sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum”. Secara 

umum korporasi merupakan perikatan sekumpulan orang yang terorganisasi 

dan/atau kekayaan dengan tujuan mencari keuntungan baik yang berbadan hukum 

(legal person) maupun yang tidak berbadan hukum.7 

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana bukanlah suatu hal yang tidak 

sederhana.8 Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. 

Mens rea atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada 

orang saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia yang bisa 

dimintakan pertanggung-jawaban pidana. 9  Muladi mengemukakan beberapa 

alasan yang membenarkan korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, antara 

lain:10 

                                                                 
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, UU No 32 

Tahun 2009, LN No.140 Tahun 2009, TLN No.5059. 
5 Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan, UU No 31 Tahun 2004, LN No 118 

Tahun 2004, TLN No 4433 
6  Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan 

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti ( Desember 

2019), hlm.123 
7 Ibid 
8 Ibid, hlm. 121. 
9 Ibid 
10  Muladi dalam Achmad Ratomi, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu 

Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)”, Jurnal Al’Adl, 

(Januari 2018), hlm.3. 
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1) Berdasar dari falsafah integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya 

diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara 

kepentingan individu dan kepentingan sosial;  

2) Berdasar dari asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;  

3) Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);  

4) Untuk perlindungan konsumen11; dan  

5) Untuk kemajuan teknologi. 

Indonesia mencatat setidaknya ada 3 perusahaan dari tahun 2010-2021 

yang dijatuhi pidana dimana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana dan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun korporasi tersebut 

adalah: 

                                                                 
11 Subjek tindak pidana yang disebut dalam formulasi delik adalah pelaku usaha dalam 

Pasal 62. Pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu, pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan. 

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999, LN No 22 

Tahun 1999 TLN No 3821. 
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Tabel 1. 1. Daftar Kasus Korporasi Yang Dijerat Sanksi Pidana 

 

No Kasus Dakwaan Analisa Kasus Putusan Hakim 
1 Kasus Tindak Pidana Korupsi 

pada Korporasi yang dilakukan 

oleh PT. Nusa Konstruksi 

Enjiniring (PT NKE) dengan 

Putusan PN Jakarta Pusat 

Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst 

Pasal 2 ayat (1) juncto 

Pasal 18 Undang-

Undang Tindak Pidana 

Korupsi juncto Pasal 55 

ayat (1) ke-1 dan Pasal 

64 ayat (1) KUHPidana; 

PT NKE dijerat dalam kasus 

dugaan tindak pidana korupsi 

pembangunan RS Pendidikan 

Khusus Penyakit Infeksi dan 

Pariwisata Universitas Udayana 

Tahun Anggaran 2009-2010. 

Penetapan perusahaan ini sebagai 

tersangka merupakan 

pengembangan penyidikan 

perkara yang sama dengan 

tersangka Dudung Purwadi, 

Direktur Utama PT DGI dan Made 

Meregawa, pejabat pembuat 

komitmen. 

 

Pidana denda sebesar Rp 700 

juta dan pidana tambahan 

berupa uang pengganti 

sebesar Rp 85.490.234.737. 

dan mencabut hak 

perusahaan untuk mengikuti 

lelang proyek selama 6 bulan 

 

2 Kasus Tindak Pidana 

Perpajakan yang dilakukan oleh 

PT. Gemilang Sukses 

Garmindo (PT GSG) 

Pasal 39A huruf a 

dan/atau Pasal 39 ayat 

(3) Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

PT GSG dengan sengaja 

menyampaikan SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

menggunakan Faktur Pajak TBTS 

(Tidak Berdasarkan Transaksi 

Sebenarnya) dan selanjutnya 

diajukan permohonan restitusi 

PPN. Dari hasil penyelidikan 

Kanwil Ditjen Pajak, PT GSG 

diduga telah melanggar ketentuan 

dalam Pasal 39A huruf a dan/atau 

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang 

Terbukti melanggar Pasal 

39A huruf a dan/atau Pasal 

39 ayat (3) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan dan dijatuhi 

hukum pidana  
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Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

3 Kasus Tindak Pidana Korupsi 

pada Korporasi yang dilakukan 

oleh PT. Nindya Karya (PT 

NK) dengan Putusan PN 

Gorontalo Nomor 

304/Pid.Sus/2014/PN Gto 

Tanggal 2 Maret 2015 

Pasal 18 UU No. 31 

/1999 jo. UU 

No.20/2001 (UU TPK) 

dan Pasal 3 UU 

No.8/2010 (UU TPPU) 

Terjadi penyimpangan dalam 

proyek itu adalah penunjukan 

langsung terhadap PT Nindya 

Sejati Joint Operation -gabungan 

PT Nindya Karya dan PT Tuah 

Sejati- sebagai pelaksana proyek. 

PT Nindya Sejati kemudian 

menunjuk PT Budi Perkasa Alam 

sebagai subkontraktor  

pembangunan dermaga. KPK juga 

menduga korupsi dilakukan 

dengan menggelembungkan harga, 

serta terjadi kesalahan dalam 

prosedur pengajuan Amdal. 

Terdakwa diputus bersalah 

melanggar pasal Pasal 2 ayat 

(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 

/1999 jo. UU No.20/2001 

(UU TPK) dan Pasal 3 UU 

No.8/2010 (UU PP TPPU).  

Pidana Penjara: 15 (lima 

belas) tahun dikurangi masa 

tahanan; •Pidana denda: 

Rp5.000.000.000,- (lima 

miliar rupiah) Subsidair 1 

(Satu) tahun kurungan;  

Uang Pengganti: Rp. 

23.127.028.245,- (dua puluh 

tiga miliar seratus dua puluh 

tujuh juta dua puluh delapan 

ribu dua ratus empat puluh 

lima rupiah) Subsidair 4 

(empat) tahun penjara. 

Sumber: Penulis merangkum kasus diatas dari sumber berita dari tahun 2010 sampai 2021
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Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya penanganan dan penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana korporasi itu bisa dimintakan 

pertanggungjawaban salah satunya dengan 3 putusan ini memperlihatkan bahwa 

komitmen negara dalam penegakan hukum terkait tendak pidana korporasi. 

Kesimpulannya, permberlakuan penjatuhan hukuman terhadap korporasi di 

Indonesia sudah diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum jika 

korporasi melakukan tindak pidana. 

Indonesia telah menjatuhkan hukum pidana pertama kali kepada korporasi 

pada tahun 2017 yaitu terhadap PT Duta Graha Indonesia yang berganti nama 

menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring melalui Putusan No. 

94/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST12. Sejak tahun tersebut maka dikenal istilah 

tindak pidana korporasi di Indonesia dan perkembangan pengaturan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana di Indonesia telah diatur di luar KUHP. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi tindak pidana 

yang dilakukan korporasi ialah dengan mengeluarkan PERMA Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.13 Dalam PERMA 

tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi 

yakni:14 

 “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan 

 oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, 

 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas 

 nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” 

 

                                                                 
 12 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 94/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST12.. 

13  Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara 

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma No.13 Tahun 2016. 
14 Ibid., Ps.3. 
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Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh 

korporasi PERMA ini telah mengatur sebagai berikut:15 

“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 

 ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang 

 Korporasi.” 

 

Pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi menurut ketentuan 

PERMA ini adalah sebagai berikut:16 

“Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai 

 kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat 

 memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau 

 tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. 

 Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak 

 melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan 

 pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan 

 kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari 

 terjadinya tindak pidana.” 

 

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbadan hukum ataupun 

bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana (corporate crime) 

yang mampu memberikan dampak kerugian dan dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Dibidang ekonomi korporasi 

dalam melakukan kegiatannya sudah tentu berorientasi untuk mendapatkan 

keuntungan sebanyak mungkin. Oleh karena itu kemungkinan korporasi 

melakukan juga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam mencapai 

tujuannya. 

 

 

 

 

                                                                 
15 Ibid., Ps.4 Ayat (1). 
16 Ibid., Ps.4 Ayat (2) 
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Korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana pencucian 

uang. Terdapat beberapa definisi mengenai money laundering, menurut FATF 

pencucian uang adalah is the processing of these criminal proceeds to disguise 

their illegal origin.17  Asia Pacific Group menyatakan pencucian uang adalah is 

not a legal term in international law but is used to loosely describe the turning of 

dirty money into clean money 18  sedangkan PPATK memberikan definisi 

pencucian uang sebagai berikut: Pencucian uang merujuk pada proses 

mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari 

hasil  kejahatan. Individu yang terlibat di dalamnya pun seringkali disebut 

dengan dark figure, karena sifat kejahatannya yang sulit terungkap.19 maksud dari 

dark figure sendiri adalah Pola kejahatan yang terus mengalami pembaharuan 

guna menghindari terendusnya praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan 

para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh 

penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur.20 Maka, 

pencucian uang dapat diatikan sebagai tindakan pengelabuhan sumber dan hasil 

kekayaan yang dimiliki karena di dapatkan dari hasil kejahatan. 

Sejak tahun 2019, Indonesia setidaknya ada 5 Putusan terkait dengan 

tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, Penulis telah merangkum beberapa 

putusan, antara lain:

                                                                 
17 Financial Action Task Force on Money Laundering, “What is Money Laundering?” 

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ diakses pada 12 April 2021 
18 APG, What is Money Laundering, http://www.apgml.org/about-

us/page.aspx?p=5620f71b-1858-4ca1-85d7-f9eae97210a7 diakses pada 17 April 2021. 
19 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “Pencucian Uang dalam Prisma 

Kejahatan”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-

kejahatan.html#:~:text=Pencucian%20uang%20merujuk%20pada%20proses,yang%20berasal%20

dari%20hasil%20kejahatan. diakses pada 17 April 2021 
20  Isma Nurillah dan Nashriana, “Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik 

Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya (Desember 2019), hlm.207. 
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Tabel 1. 2. Daftar Putusan Terhadap Korporasi dan Pengurusnya Dalam Kasus TPPU 

 

No No Putusan Nama Terdakwa Dakwaan Modus Putusan Hakim 

1 1595 

K/Pid.Sus/2020 

dengan Putusan 

Mahkamah Agung 

Nomor 1595 

K/Pid.Sus/2020 

Tanggal 28 Mei 

2020 

Nama: Kang Hoke 

Wijaya 

Tempat Lahir: Surabaya 

Umur/Tanggal Lahir: 61 

Tahun/26 September 

1957 

Jenis Kelamin: Laki-

Laki 

Kewarganegaraan: 

Indonesia 

Tempat Tinggal: Raffles 

Hill, Depok, Jawa Barat 

Agama: Katholik 

Wiraswasta 

Dakwaan Kesatu 

Primair: Pasal 374 

KUHP jo Pasal 64 ayat 

(1) ke-1 KUHP 

Subsidair: Pasal 372 

KUHP jo Pasal 64 ayat 

(1) KUHP 

 

Dakwaan Kedua 

Pertama: Pasal 3 UU 

No. 8 Tentang TPPU 

Atau  

Kedua: Pasal 4 UU No. 

8 tentang TPPU Atau  

Ketiga 

Pasal 5 UU No.8 tentang 

TPPU 

 

Menggunakan uang 

korporasi untuk membeli 

rumah dan melakukan 

transfer dari rekening 

perusahaan ke rekening 

pribadi dan melakukan 

transfer dari rekening pribadi 

ke rekening terdakwa lainnya 

serta melakukan pembayaran 

penarikan tunai 

Terbukti melanggar 

Pasal 374 KUHP jo 

Pasal 64 KUHP dan 

Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

dengan Pidana 9 tahun 

dan denda 2 Milyar 

Rupiah 

2 34/Pid-Sus-

TPK/2020/PN.Jkt 

Pst dengan Putusan 

PN Jakarta Pusat 

Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2020/PN 

Nama: Joko Hartono 

Tirto 

Tempat lahir: Jakarta 

Umur/tgl lahir: 46 

Tahun /13 November 

1973 

Primair 

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 

18 UU No 31 Tahun 

1999 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 

Tindak pidana pencucian 

yang yang bermula dari 

tindak pidana korupsi 

Terbukti melanggar 

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 

18 UU No 31 Tahun 

1999 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 
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Jkt.Pst Jenis Kelamin: Laki-

Laki 

Kebangsaan: Indonesia 

Tempat Tinggal: 

Perumahan Putri 

Kencana 

Agama: Kristen 

Pekerjaan Wiraswasta 

55 ayat (1) ke 1 KUHP 

Subsidair 

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 

18 UU No 31 Tahun 

1999 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 

55 ayat (1) ke 1 KUHP 

55 ayat (1) ke 1 KUHP 

Dengan Pidana Seumur 

Hidup 

3 Putusan PN Jakarta 

Pusat Nomor 

86/PID.SUS/TPK/

2014/PN.JKT.PST 

Nama: Heru Sulaksono 

Umur: 56 Tahun 

Jenis Kelamin: Laki-

Laki 

Kebangsaan: Indonesia 

Agama 

Islam 

Pekerjaan 

Pegawai PT Nindya 

Karya 

 

Kumulatif 

(Penggabungan antara 

dakwaan Tindak Pidana 

Korupsi dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang) 

Terdakwa menjabat sebagai 

Kepala PT Nindya Karya 

cabang Sumatera Utara dan 

Aceh yang bergerak dibidang 

konstruksi mendapat 

informasi bahwa Badan 

Pengusahaan Kawasan 

Sabang (BPKS) akan 

melakukan pembangunan 

Dermaga Bongkar Sabang, 

Banda Aceh. Karena pada 

saat itu Aceh merupakan 

daerah konflik maka 

Terdakwa melakukan 

kerjasama berbentuk Joint 

Operation (JO) antara PT 

Nindya Karya dan PT Tuah 

Sejati. Lalu pada tahun 2008 

Terdakwa menerima 

pembayaran BPKS 

Terdakwa diputus 

bersalah melanggar pasal 

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 

18 UU No. 31 /1999 jo. 

UU No.20/2001 (UU 

TPK) dan Pasal 3 UU 

No.8/2010 (UU PP 

TPPU). 

Pidana Penjara: 15 (lima 

belas) tahun dikurangi 

masa tahanan; 

Pidana denda: 

Rp5.000.000.000,- (lima 

miliar rupiah) Subsidair 

1 (Satu) tahun kurungan; 

• Uang Pengganti: 

Rp23.127.028.245,- (dua 

puluh tiga miliar seratus 

dua puluh tujuh juta dua 

puluh delapan ribu dua 
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seluruhnya Rp114.7 M dan 

yang riil digunakan untuk 

pembangunan adalah 

Rp109.8 M. Tahun 2009, 

menerima pembayaran 

seluruhnya sebesar Rp150 M 

dan yang digunakan riil 

untuk pembangunan sebesar 

Rp144.7 M. Tahun 2010, 

menerima pembayaran 

seluruhnya sebesar Rp165.2 

M dan yang digunakan riil 

untuk pembangunan sebesar 

Rp158.7 M . Kemudian 

tahun 2011, Terdakwa 

menerima pembayaran 

seluruhnya sebesar Rp262.1 

M dan yang riil digunakan 

untuk pembangunan sebesar 

Rp252 M. Sehingga antara 

rentang waktu 2008-2011 

terdapat selisih dana yang 

tidak dapat 

dipertanggungjawabkan 

ratus empat puluh lima 

rupiah) Subsidair 4 

(empat) tahun penjara. 
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4 Nomor:65/Pid.Sus/

TPK/2016/ 

PN.Bdg 

PT Cakrawala Nusa 

Dimensi 

 

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 

18 Jo Pasal 20 UU No. 

31 Tahun 1999 

sebagaimana telah 

diubah dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. 

Kasus ini bermula dari 

permohonan PT CND 

kepada Walikota Bekasi 

untuk pembangunan 

perumahan atas nama PT 

CND seluas 4500 Ha di Kec 

Mustikajaya Bantargebang 

Kota Bekasi. Atas 

permohonan tersebut, 

Walikota Bekasi 

menerbitkan Surat 

Keputusan No. 591/Kep.162-

Bipem/V/2007 tanggal 16 

Mei 2007. Dengan keluarnya 

keputusan ini maka PT CND 

melakukan pembebasan 

lahan untuk digunakan 

sebagai perumahan yang 

dikelola oleh PT CND. 

Dalam proses pembebasan 

lahan ada tanah seluas 

10.882 M2 milik pemerintah 

Kota Bekasi yang diperoleh 

dari PT Sentosa Birunusa 

yang juga dibeli dari pemilik 

asal. PT CND kemudian 

melakukan tukar guling 

dengan Pemerintah Kota 

Terbukti melanggar 

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 

18 Jo Pasal 20 UU No. 

31 Tahun 1999 

sebagaimana telah 

diubah dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP dengan pidana 

denda sebesar Rp 

700.000.000,- dengan 

ketentuan jika tidak 

membayar denda 

tersebut dalam tenggang 

waktu 1 (satu) bulan 

sejak putusan 

berkekuatan hukum 

tetap, maka harta benda 

PT CND dapat disita 

oleh Jaksa dan dilelang 

untuk membayar denda 

tersebut. 
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Bekasi yang mana tanah 

milik PT CND seluas 16.500 

M2 yang terletak di Sumur 

Batu, ditukar dengan tanah 

milik Pemerintah Bekasi 

yang terletak di TPU. 

Sehingga PT CND telah 

memiliki hak atas tanah yang 

sebelumnya dimiliki oleh 

pemerintah Kota Bekasi. 

5 No. 812/ 

Pid.Sus/2010/PN. 

BJM. 

PT. Giri Jaladhi Wana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 

18 Jo. Pasal 20 UU No 

31/1999 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana 

Kasus yang melibatkan PT 

GJW bermula dari kontrak 

dengan Pemerintah Kota 

Banjarmasin mengenai 

pembangunan Pasar Sentra 

Antasari pada tahun 1998. 

Penandatanganan kontrak 

dilakukan Direktur Utama 

PT GJW bernama Stevanus 

Widagdo, No. 

003/GJW/VII/1998 tentang 

kontrak bagi tempat usaha 

dalam rangka pembangunan 

pasar Sentra Antasari Kota 

Banjarmasin. Sedangkan 

pemerintah Kota 

Banjarmasin diwakili oleh H. 

Sadjoko selaku Walikota 

Terbukti melanggar 

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 

18 Jo. Pasal 20 UU No 

31/1999 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pidana Denda 

Rp.1.300.000.000. Selain 

pidana denda PT GJW 

juga dikenai pidana 

tambahan berupa 

penutupan sementara 

perusahaan selama 6 

bulan. 
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Banjarmasin. Dalam 

perkembangannya PT GJW 

diduga melakukan tindak 

pidana korupsi yang 

merugikan keuangan negara 

atau daerah Kota 

Banjarmasin. Tindak pidana 

korupsi tersebut dilakukan 

oleh PT GJW melalui 

beberapa penyimpangan 

kontrak 

Sumber: Penulis merangkum dari beberapa Putusan yang berkaitan dengan pidana korporasi dan pencucian uang.21 

 

 

                                                                 
21 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020. Pengadilan Jakarta Pusat, Putusan Nomor:34/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst. Mahkamah 

Agung, Putusan Nomor: 1964 K/Pid.Sus/2015. Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor:65/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Bdg. Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan 

Nomor: 812/ Pid.Sus/2010/PN. BJM. 
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Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya pencucian uang di dalam 

korporasi bukan menjadi sesuatu yang baru. Setidaknya penulis menemukan 5 

Putusan yang berkaitan dengan pidana pencucian uang dan korporasi yang di 

dalam Putusan tersebut Hakim cenderung menjatuhkan pidana terhadap 

pengurusnya dan memberikan denda kepada perusahaan. 

Modus kejahatan yang terjadi dalam delik tindak pidana pencucian uang, 

yakni:22 

1. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, 

bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan 

orang lain dan penggunaan pihak lain/ perantara (termasuk pihak 

keluarga) merupakan skema urutan pertama yang paling sering 

digunakan oleh Pelaku TPPU, baik pelaku yang merupakan pihak 

penyelenggara negara maupun pihak swasta.  

2. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan 

namun dominan menggunakan transaksi tunai merupakan skema 

urutan kedua yang sering digunakan oleh Pelaku TPPU.  

3. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam transaksi keuangan sehingga 

pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi (Pelaku bertindak 

sebagai Beneficial Owner)  

4. Pembelian aset yang berharga (misalnya, properti, kuda balap, 

kendaraan, dan lain-lain) hasil kejahatan diinvestasikan dalam 

barang yang memiliki nilai jual yang tinggi dengan maksud 

                                                                 
22  Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Memahami skema Pencucian Uang dari 

Korupsi dan Strategi Penanganannya (Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia,2020),hlm.35. 
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menghindari pelaporan harta kekayaan untuk menyembunyikan 

sumber hasil kejahatan/ pembelian barang berharga yang mudah 

dipindahkan dan Structuring (smurfing)  

5. Penggunaan dana hasil kejahatan untuk memberikan 

hadiah/bonus/THR/ honor/akomodasi/transportasi/fasilitas/dan biaya 

lainnya untuk/kepada pihak lain/keluarga dan menggunakan uang 

hasil kejahatan. 

 

 Tahapan pelaku pencucian uang, yakni:23 

1. Penempatan (Placement) 

2. Pemisahan/Pelapisan (Layering) 

3. Penggabungan (Integration) 

 

PPATK mengeluarkan laporan jumlah kasus TPPU sejak Januari 2015 

hingga Desember 2020, jumlah kasus mengenai TPPU yang masuk ke Pengadilan 

berjumlah 426 kasus. 24  Jumlah ini tentunya semakin bertambah sampai tahun 

2021 dan tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam memberantas TPPU 

dan baru-baru ini terdapat kasus terbaru yaitu kasus korupsi dan pencuian yang 

dilakukan PT Jiwasraya yang merugikan negara hingga 37.4 triliun rupiah.25 

 

                                                                 
23 Ibid., hlm.26. 
24 Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang 

& Pencegahan Pendanaan Terorisme, (Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 

Keuangan,2020), hlm.1. 
25  Novita Intan, “Kerugian Asuransi Jiwasraya Capai Rp37 Triliun”, 

https://www.republika.co.id/berita/qholmf366/kerugian-asuransi-jiwasraya-capai-rp-37-triliun 

diakses pada 12 April 2021. 
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Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI PT Jiwasraya melakukan TPPU 

dimulai pada tahun 2016. TPPU yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya adalah 

melakukan gagal bayar sejak tahun 2006 dengan mengelabuhi laporan keuangan 

dengan memberikan laporan semu. Salah satu investigasi yang dilakukan pada 

tahun 2014 hingga 2015 memperlihatkan bahwa investigasi PT. Jiwasraya 

dilakukan tanpa kajian dan juga menggelontorkan dana untuk klub sepakbola di 

liga inggris yaitu Manchester City dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya produk 

JS Saving Plan dengan cost of fund tinggi diatas bunga deposito.26 Lalu, pada 

tahun 2017 PT. Jiwasraya mendapatkan opini tidak wajar dalam laporan 

keuangannya karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah 

dan berlanjut hingga tahun 2018 yang di dalam pembukuannya, PT. Jiwasraya 

membukukan kerugian unaudited sebesar 15.3 triliun rupiah dan mengalami 

penurunan kerugian pada September 2019 menjadi 13.7 triliun rupiah.27  Akan 

tetapi, pada November 2019 BPK melaporkan bahwa PT. Jiwasraya mengalami 

negative equity sebesar 27.2 triliun rupiah.28 

Isu dan permasalahn yang penulis jelaskan terkait tentang keterlibatan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang menarik untuk dilakukan 

riset secara mendalam maka melalui Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI 

tentang keterlibatan PT. Jiwasraya dalam praktik tindak pidana pencucian uang 

menarik untuk diteliti secara mendalam. Maka isu hukum yang penulis angkat 

yakni mengenai tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi serta bagaimana 

                                                                 
26 Aleksandra Nugroho, “Rugi Triliunan, Berikut Kronologi Kasus Asuransi Jiwasraya”, 

https://www.kompas. tv/article/62413/rugi-triliunan-berikut-kronologi-kasus-asuransi-jiwasraya 

diakses pada 12 April 2021. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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dasar pertimbangan hakim dalam putusan untuk menjatuhkan korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi ini dengan 

judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Studi Putusan No.4/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis setidaknya 

mengemukakan dua rumusan masalah, yakni: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.4/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI dalam menjatuhkan pidana? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang 

melakukan praktik pencucian uang berdasarkan Putusan No.4/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk: 

1.  Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI. 

2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi yang 

melakukan praktik pencucian uang berdasarkan Putusan No.4/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Skripsi ini diharapkan dijadikan sebuah referensi terkait bagaimana 

pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana serta 

membantu perkembangan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk aparat 

penegak hukum di Indonesia dalam memberantas kasus tindak pidana 

korporasi di Indonesia. 

E. Ruang Lingkup 

Sadar akan luasnya bidang pembahasan mengenai tindak pidana 

pencucian uang korporasi, maka skripsi ini akan penulis batasi sampai pada 

persoalan pada implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang 

melakukan praktik pencucian uang berdasarkan Putusan No.4/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Menurut Pompe hukum pidana adalah “semua aturan-aturan 

hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang 

seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam nya pidana itu.” 29  Ius 

Punale negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang 

berlaku dalam hukum pidana dan Ius Puniendi hak yang diberikan kepada 

negara untuk mengancamkan dengan suatu sanksi pidana terhadap 

pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan dan hak yang diberikan kepada negara untuk memidana 

(menjatuhkan hukuman) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang 

ada didalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Dapat disimpulkan bahwa disini negara mempunyai hak menentukan 

perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana dan negara berhak 

untuk mengacamkan dan menajatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang 

yang melakukan tindak pidana atau delik. 

Pompe mengemukakan dua gambaran yaitu suatu gambaran 

teoritis tentang peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum 

positif, yakni suatu definisi menurut undang-undang (wettelijke definitie) 

tentang peristiwa pidana itu. Menurut Pompe suatu peristiwa pidana 

adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang diadakan 

karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat 

                                                                 
29 Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, (Semarang:Unissula Press,2018), hlm. 

77. 
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mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.30 

Selanjutnya Utrecht menyimpulkan perihal peristiwa pidana sebagai 

berikut:31 

a) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum 

(onrechtmatig atau wederrechtelijk); 

b) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan 

schuld (van de overtreder te witjen);  

c) Suatu kelakuan yang dapat dihukum 

d) Moeljatno mempertegas bahwa perbuatan pidana atau peristiwa 

pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya 

perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan 

perbuatan kemudian juga dijatuhi, sebagaimana telah 

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan 

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 32  Moeljatno 

menambahkan bahwa asas dalam pertanggunganjawaban hukum 

pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen Straf 

Zonder Schuld; Actun non Facit Reum Nisi Mens sit Rea).33 

 

 

                                                                 
30 Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000) 

hlm.251. 
31 Ibid. 
32  Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.104. 
33 Ibid. 
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2. Teori Identifikasi Tindak Pidana Korporasi 

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin 

identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai teori pembenar 

bagi penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun 

korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.34 Suatu korporasi 

dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat 

senior” (senior officer) dan perbuatan dari “pejabat senior” (senior officer) 

ini diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. 

Dengan demikian maka perbuatan “pejabat senior” (senior officer) 

dipandang atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi.  

Dalam teori, ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban 

pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat 

didentifikasi terlebih dahulu. 35  Pertanggungjawaban pidana baru dapat 

benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana atau 

tindak pidana yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan oleh orang 

yang merupakan “pejabat senior” (senior officer) sekaligus “directing 

mind” dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard 

Card, yang menyatakan bahwa: “the acts and state of mind of the person 

are the acts and state of mind of the corporation” (tindakan atau kehendak 

direktur merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi).36 

                                                                 
34  Kristian, “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan 

Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 

(2019), hlm.119. 
35 Ibid. 
36 Ibid., hlm.120. 
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3. Teori Pertimbangan Hakim 

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan 

penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di 

mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya 

dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini 

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala 

campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat 

Indonesia. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan 

universal, hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum. 37  Putusan hakim 

merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan 

diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal 

sebagai berikut:38 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan 

apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. 

                                                                 
37 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), hal.101. 
38 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74. 
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3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang 

dapat di pidana. 

  

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus 

berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang 

tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang 

mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-

lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam 

kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan 

yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang 

berbeda pula. 

G. Kerangka Konseptual 

1. Pidana Korporasi 

Pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh 

karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas 

pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah, 

pencucian uang, korupsi) atau sering juga disebut kejahatan white collar 
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crime. 39  Adapun pengertian Korporasi yang dapat kita ketahui dari 

Undang-Undang Tipikor adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum.40 

2. Tindak Pidana Pencucian Uang 

Tindak Pidana Pencucian uang adalah proses dimana seseorang 

menyembunyikan keberadaan sumber pedapatan secara ilegal, dan 

kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.41 Yang secara 

sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan 

(proceed of crime) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya 

hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan, dan 

lain-lain yang dikonversi atau diubah dalam bentuk yang tampak sah agar 

dapat digunakan dengan aman.42 

1) Tahapan Pencucian Uang, yakni:43 

1. Penempatan (Placement) 

Upaya menempatkan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem 

keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap awal dalam proses 

pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber 

kejahatannya. Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan dengan 

                                                                 
39  Bismar Nasution, “Tindak Pidana Korporasi”, https://bismarnasution.com/tindak-

pidana-korporasi/, diakses pada 17 April 2021. 

 40  Albert Aries, “Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi”,  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail /ulasan/ lt5a5ecc109ea26/ pertanggungjawaban-

pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/, diakses pada 17 April 2021. 
41 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006), hlm. 85. 
42 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di 

Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15. 

 43 Op.cit. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail%20/ulasan/%20lt5a5ecc109ea26/%20pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail%20/ulasan/%20lt5a5ecc109ea26/%20pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/
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berbagai cara, diantaranya pemecahan sejumlah besar uang tunai 

menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan 

dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening 

simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah 

instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya 

didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain. 

2. Pemisahan/Pelapisan (Layering) 

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui 

beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses 

pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke 

tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan 

didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber 

dana tersebut. 

3. Penggabungan (Integration) 

Upaya menggunakan atau memasukkan harta kekayaan hasil 

tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau 

dilakukan pelapisan (layering) kembali ke dalam kegiatan ekonomi 

yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat dengan 

leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa 

menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum. 
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b. Praktik pencucian uang memiliki dampak besar baik dalam tatanan 

ekonomi, sosial hukum dan hubungan, diplomatik, adapun dampak 

dari prkatik pencucian uang adalah: 

1. Merongrong sector bisnis swasta yang sah (undermining the 

legitimate private bussines sector) 

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the  

integrity  of financialmarket) 

3. Mengakibatkan   hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan 

ekonominya (loss of controlof economic policy) 

4. Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi (economic 

distortion and instability) 

5. Menghancurkan / melunturkan peradaban bangsa. 

6. Merusak hubungan bilateral, ultilateral bangsa-bangsa negara. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, 

maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-normatif. 

Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas, 

sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.44 Penelitian 

ini bersifat deskriptif analitis. 

 

                                                                 
44 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta:Gadjah Mada Press, 1993), 

hlm. 31. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan: 

a. Pendekatan Perundang-Undang yaitu menganalisis permasalahan 

dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan 

hukum/perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan 

menalaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang diangkat, mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang.45  

b. Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian 

hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi 

hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, 

tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa 

hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan 

ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar 

terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah 

pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji 

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai 

                                                                 
45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Media Group, 2013), 

hlm. 92. 
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pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi 

dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi.46 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan Indonesia, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]; 

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, LN No. 4756 Tahun 2007, TLN No. 4756; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122, 

TLN No.5164. 

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 No. 2058. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yang mempelajari pengetahuan-pengetahuan 

dasar mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia serta pengaturannya. 

 

                                                                 
46 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm. 102. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data secara kualitatif, karena penelitian ini memberikan informasi 

mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia beserta pengaturannya dan 

melakukan studi kasus terkait. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan secara 

induktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal- hal yang bersifat khusus.47 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 

yang digunakan, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Memberikan ulasan dan pengertian atas bahan yang dipakai 

dalam penulisan skripsi ini, tinjauan mengenai tindak pidana 

korpojrasi serta tinjauan mengenai tindak pidana pencucian 

uang. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pengertian 

terhadap bahan-bahan yang akan dipakai dalam bab pembahasan 

dalam skripsi ini. 

BAB III: Melakukan investigasi yuridis-normatif untuk mengetahui 

pengaruh tindak pidana pencucian uang dalam praktik yang 

                                                                 
47  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju, 

1986,) hlm.32. 
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dilakukan mengenai tindak pidana korporasi. Bab ini 

memberikan analisis dan memperkenalkan kemungkinan 

penjelasan yang mungkin relevan dalam konteks karakteristik 

tindak pidana yang terjadi didalam korporasi. Temuan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengetahuan yang ada dengan memberikan penjelasan untuk 

menghindari dampak negatif dari tindak pidana pencucian 

uang. 

BAB IV: Menyampaikan kesimpulan dan saran, merangkum temuan-

temuan, dan menyarankan beberapa ide untuk penelitian lebih 

lanjut. 
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